
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- 

a. bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan 
keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah serta untuk meningkatkan 
kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, 
perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian format 
dokumen, format laporan dan alur proses dalam 
aplikasi keuangan yang digunakan agar sesuai 
dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 
Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 
Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penundaan 
pemberlakuan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 
49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 
Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 
2015 ten tang Sistem dan Prosedur Penatausahaan 
Keuangan Daerah Kota Pekalongan; 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR .;... TAHUN 2017 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 49 
TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KOTA 
PEKALONGAN. 

Menet.apkan 

MEMUTUSKAN: 

Memperhatikan l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 
2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan 
Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Serita Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 49); 

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 



WALIKOTA PEKALONGAN, 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal ; ,-·,..nuari 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. 

Pasal 5 

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2015 
tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota 
Pekalongan (Serita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 49) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalcngan Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 
49 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan 
Daerah Kota Pekalongan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasall 


